
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 733, 2020 KEMENKUMHAM. Kamus Kompetensi Teknis 

Jabatan. Urusan Pemerintahan Bidang Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. 

 

 
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN 

URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur 

Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia berbasis sistem merit, diperlukan Standar 

Kompetensi Jabatan yang disusun berdasarkan Kamus 

Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pejabat 

Pembina Kepegawaian berwenang menyusun dan 

menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

c. bahwa Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 

telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan 

Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 
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Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135);  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1907); 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN 

PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA. 

 

Pasal 1 

(1) Kamus Kompetensi Teknis merupakan salah satu acuan 

dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 

Aparatur Sipil Negara urusan Pemerintahan di Bidang 

Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan 

karakteristik tugas jabatan. 

(2) Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 

a. Sub Urusan Peraturan Perundang – Undangan; 

b. Sub Urusan Administrasi Hukum Umum; 

c. Sub Urusan Pemasyarakatan 

d. Sub Urusan Keimigrasian; 

e. Sub Urusan Kekayaan Intelektual; 

f. Sub Urusan Hak Asasi Manusia; dan 

g. Sub Urusan Pembinaan Hukum Nasional. 

(3) Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 2 

(1) Jenis Kamus Kompetensi Teknis terdiri atas: 

a. Kompetensi Teknis yang bersifat umum (generik); 

dan 

b. Kompetensi Teknis yang bersifat khusus (spesifik). 

(2) Kompetensi Teknis yang bersifat umum (generik) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

Kompetensi Teknis yang harus dimiliki oleh seluruh 

jabatan yang menyelenggarakan suatu urusan 

pemerintahan pada suatu unit tertentu. 

(3) Kompetensi Teknis yang bersifaf khusus (spesifik) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

Kompetensi Teknis yang hanya dimiliki oleh jabatan 

tertentu yang menyelenggarakan suatu urusan 

pemerintahan sesuai tugas jabatan. 

 

Pasal 3 

Untuk menjamin penerapan Kamus Kompetensi Teknis 

Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak 

Asasi Manusia berjalan efektif, Menteri dapat melakukan 

monitoring dan evaluasi. 

 

Pasal 4 

Perubahan Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 



2020, No. 733 
-5- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan. Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Juli 2020 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Juli 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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